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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Fokus penelitian ini mengenai pemikiran &amentar Ibn Al Qayyim Al
Jauziyyah tentanBiszlah Al Qada Umar bin Al Khatab kepada Abu Musa Al
Asy'ari, karena dalam komentar tersebut telah afjledn tentang pedoman
peradilan khususnya berkaitan dengan proses baratiasaat menerima,
memeriksa, dan memutuskan perkara para pihak yadgng bersengketa.
Menurut pengamatan sementara oleh penulis pemikiban Al Qayyim
tersebut layak untuk diteliti karena spirit yantgdiukan memberikan inspirasi
terhadap praktik peradilan sekarang ini, baik ybagkaitan dengan prosedur
beracara, pengetahuan hakim tentang hukum mateailpun etika profesi
yang harus dimiliki.

Riszslah Al Qada yang berkaitan dengan administrasi peradilan
dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persepé&roalan pemerintahan
yang dihadapi oleh Umar Ibn Al Kitab sebagakhalifah sehingga diperlukan
pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan etttekuMadinah dengan
mengangkat Abu Darda sebagai hakim.

Hal serupa terjadi setelah pembangunan Katah dan Basrah semakin
banyak penduduk yang berdiam di sana dan banyakgnggota masyarakat
yang terlibat dalam kasus-kasus hukum, maka Umar Ab Khattab

mengangkat Syuraih sebagai hakim di Kufah dan AbwsaMAl Asyari



sebagai hakim di Basrah, sedangkan Qais diangkaigae hakim di Mesir.

Pengangkatan mereka merupakan langkah pertama dasagatur kekuasaan
satu sama lain. Langkah tersebut sangat diperlukaiuk menentukan

perkembangan berikutnya mengenai persoalan-persoatzara.

Surat-surat dan kata-kata Umar tentang kesant hukum, yurisprudensi
Islam dan kaidah-kaidahnya membuktikan kedalamamunriya. Suratnya
kepada Abu Musa Al Asy'ari tentarigiszlah Al Qada merupakan sekelumit
literatur hukum yang hidup sepanjang masa.(Haekhl 2620-621).

Pemikiran Ibn Al Qayyim tentarRjszlah Al Qada menjadi lebih penting
untuk dikaji mengingat carut-marut yang terjadileinbaga peradilan yang
dilakukan oleh para hakim sebagai bagian dari pnegkum. Banyak kasus
yang memporak-porandakan upaya penegakan hukunmakagrerilaku para
hakim antara lain kasus suap yang melibatkan Haduliana Marpaung
hakim Tipikor Semarang, Heru Kusbandono hakim TapiRontianak (Jawa
Pos, 2012: hal 1), hakim Syarifudin yang menerimaps250 juta rupiah dan
membebaskan 39 terdakwa korupsi (Jawa Pos, 20111)haserta kasus
terakhir dugaan suap kepada hakim Setiya Budi 6 Rog, 2013: hal 12).

Pada akhir Desember 2011 Komisi Yudisial telah nrédes@ 71 hakim
nakal yang diduga melanggar kode etik. Komisi Yiadlis telah
merekomendasikan pemberian sanksi kepada hakimahédisebut sesuai
dengan jenjang tingkat pelanggarannya sampai dempgdanggaran yang
dinilai cukup berat yang harus diselesaikan oleheMaKehormatan Hakim,

yaitu sanksi yang diberikan kepada hakim Dwi Djartaa dengan



diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu diselablang bersangkutan
melakukan pemerasan dan perbuatan asusila dengamtagenari telanjang
(Jawa Pos, 2011: Hal 3).

Isi dariRiszlah Al Qada adalah sebagai berikut:
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Sesungguhnya peradilan merupakan kewajiban yaatpgditan oleh Allah
SWT dan sunah Rasulullah yang wajib diikuti. Malehamilah benar-benar
jika ada satu perkara yang diajukan kepadamu daanakanlah (putusan itu)
jika telah jelas kebenarannya, karena sesunggumeyabicarakan kebenaran
tidak akan ada gunanya jika tidak ada pelaksana@anPgrsamakanlah para
pihak yang berperkara dalam majelismu, pandangami@o putusanmu
sehingga pihak yang berstatus sosial tinggi (beykeat) tidak akan
mengharapkan kecuranganmu dan pihak yang berstasied rendah tak akan
putus asa mengharapkan keadilanmu. Alat bukti dibledn kepada pihak yang
mengajukan gugatan sedangkan sumpah dibebankardakephak yang
menolak gugatan. Perdamaian itu diperbolehkan hamgara orang-orang
yang bersengketa dari kalangan orang-orang muk&ouali perdamaian yang
menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengkamasesuatu yang
dihalalkan. Barang siapa yang mengaku (menyatakanh) hak yang tidak
nampak atau suatu hak yang jelas dan akan dikerankaledangkan bukti-
bukti belum terkumpul dipihaknya, maka berikanl&sdémpatan (waktu) yang
ditentukan, maka jika ia dapat mengemukakan buktibtersebut maka
berikanlah haknya dan jika ia tidak sanggup makesaganlah persoalannya.
Sebab cara memberikan tempo yang ditentukan ituatadaebaik-baik
penangguhan dan lebih menjelaskan keadaan yang.sBara suatu putusan



yang telah engkau putuskan hari ini janganlah sedial menghalanginya
untuk meninjau kembali putusan tersebut, maka kamaendapatkan petunjuk
dalam putusan tersebut karena kamu konsisten utkerbali dalam
kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itueslsisfa telah ada sejak
dahulu gadim dan tidak dapat dihapuskan oleh suatu apapun.kiearbali
pada kebenaran lebih baik daripada terus menetasdabatilan (kesesatan).
Orang-orang muslim adalah orang-orang yang adilatlap sesama mereka,
kecuali orang-orang yang pernah menjadi saksi pailgu orang-orang yang
pernah mendapatkan hukuman cambuk atau orang genduh kesaksiannya
yang berhubungan dengan kerabat. Sesungguhnya wkgigetahui rahasia-
rahasia hati hamba-Nya dan melindungi mereka dakummanhad kecuali
adanya bukti-bukti yang sah atau sumpah. Kemudhamilah dan pahamilah
benar-benar persoalan yang dipaparkan kepadamantestiatu perkara yang
tidak terdapat di dalarAl-Quran atau di dalansunah Kemudian pada waktu
itu gunakanlahgiyas pada perkara itu dan carilah pula contoh-contohnya
kemudian bepeganglah menurut pandanganmu kepadgah@lterbaik pada
sisi Allah SWT dan yang lebih mirip kepada yangdredauhilah sikap marah,
fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yaegperkara dan jauhilah
bersikap keras (berperilaku buruk) pada waktu madagpi mereka (para pihak
yang berperkara), karena memutuskan perkara di aenyang benar
merupakan pekerjaan yang mendapatkan pahala darbamemnama baik.
Barang siapa yang ikhlas niatnya untuk menegakkevemkaran walaupun
untuk dirinya sendiri, Allah akan memberikan keqoda antara dirinya dan
antara manusia, barang siapa yang berhias diriathesggala sesuatu yang
tidak ada pada dirinya maka Allah akan memberikdn lkepadanya.
Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal pesbog kecuali yang di
dasari dengan ikhlas. Maka bagaimanakah persangkatentang pahala dari
Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yaua di dalam
berpendaharaan rahmatnya (Al Jauziyyah I, 1977: 86

Risalah tersebut merupakan instrukéhalifah kepada gubernur Abu Musa
Al Asy'ari di Basrah untuk dijadikan pedoman di sa@nyelesaikan perkara
para pihak yang bersengkefdisilah tersebut telah dikutip oleh beberapa
penulis dalam karyanya masing-masing, antara lddduRWahab An Najjar

dalam bukunyal Khulafa ar RasyidunMuh. Salam Mzkur dalam bukunya



Al Qada fi Al Islamdan Muh. Hamd Al Garabiyah dalam bukunipzam Al
Qada fi Al Islam.

Kutipan dari masing-masing penulis di atas tidakmierikan komentar
apapun tentanrisalah Al Qadia. Sedangkan karya dalam bahasa Indonesia
ditulis oleh Abdul Manan dengan juditika Hakim dalam Penyelenggaraan
Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Isldmnya memuaRisalah
Al-Qada dengan penjelasan seperlunya sejumlah delapas halaman tetapi
tidak menampilkan kontekstualisasi dalam praktikag#éan sekarang ini.

Pemilihan fokus kajian yang berkaitan dengan pemarikidan komentar
Ibn Al Qayyim tentangRiszlah Al Qada disebabkan lbn Al Qayyim telah
memberikan komentar yang cukup panjang dengan &eragntoh dan dalil-
dalil yang mendukung baik daail-Qur'an maupunas Sunnahsejumlah empat
ratus delapan puluh dua halaman daldam al Muwaqqi’in.

Sebagai contoh komentar Ibn Al Qayyim tentdigilah Al Qada yang
berkaitan dengan:

1. Persamaan di Hadapan Hukum.
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Persamakanlah kedudukan para pihak yang berpedaaan majelismu,
dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu sehinggg paag berstatus
sosial tinggi (bangsawan, berpangkat) tidak dapahank kamu kepada
kezaliman dan orang yang berstatus sosial rendah (lemdalk therputus
asa dari keadilanmu (Al-Jauziyyah 1,1977:86).

Indikator keadilan dalam pemerintahan ad@kehhakim bersikap adil
dalam menyelesaikan perkara di antara dua pihalg yaersengketa.

Kemudian bila hakim memberikan perhatian yang l#abkepada salah

satu pihak, antara lain menemui salah satu pihéky ®erdiri untuk



memberikan penghormatan, atau meletakkan yangrgsitan duduk di
bagian terdepan atau tersenyum, memberikan penhdgéhih banyak
sedangkan hakim tidak memperlakukan yang sama &egpadk lain maka
sikap itu merupakan indikator k@imamya (Al Jauziyahl, 1977: 89).

Komentar Ibn Al Qayyim tersebut memberikanhan kepada hakim
agar tidak memihak di saat mengadili perkara. Kadegterpihakan hakim
kepada salah satu pihak akan mengakibatkan kewdravikum dan
lembaga pengadilan hancur. Komentar Ibn Qayyineberssesuai dengan
pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kimha yang
menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hudlengan tidak
membeda-bedakan orang (Sutiyoso, 2010: 208), dsmasguga dengan
kode etik hakim yang digambarkan dengan simbol &gling berarti hakim
memiliki sifat adil, tidak berperasangka atau besabelah (Sumaryono,
1995:176).

. Perdamaian di Antara Para Pihak Yang Berperkara.

R e e O Y )
Perdamaian itu diperbolehkan hanya antara oranggoyang bersengketa
dari kalangan orang-orang muslim kecuali perdamgearg menghalalkan
sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuajwihalalkan (Al-
Jauziyyah |, 1977 : 86).

Ungkapankhalifah Umar tersebut sesuai dengan hadis nabi saw. yang

diriwayatkan oleh Al Turmii yang berbunyi sebagai berikut:
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Perdamaian itu diperbolehkan antara sesama mustnak perdamaian
yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau hakatigan sesuatu
yang diharamkan, orang-orang muslim itu diikutkansyaratannya kecuali
persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang déalallatau
menghalalkan sesuatu yang diharamkan (At Turmuicz403).



Sabda Nabi SAW. tersebut di atas merupakan perdaratfirman Allah

SWT.
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Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriitnarerperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi ka&lag satu melanggar
Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang rgegkan Perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintahhAlkalau Dia telah
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keaditanhendaklah kamu
Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orangagryang Berlaku adil.
(Q.S. Al Hujuraat: 9).

Ayat tersebut di atas memerintahkan untuk mendamapara pihak
yang bersengketa, bertengkar, bahkan berperand waling membunuh
antara kaum muslimin sendiri.

Hukum terdiri dari dua macarpertama,berkaitan dengan hak Allah.
kedua, berkaitan dengan hak manusia. Yang berkaitan dehghk Allah
tidak termasuk dalam perdamaian yang diperbolehkaperti ketentuan
hukumanrhad, ketentuan tentang zakat daafarat.

Sedangkan perdamaian itu hanya diperboleliag berkaitan dengan
hak-hak manusia. Perdamaian yang adil adalah paidamyang
diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Sedangkamdgmaian yang
dilarang adalah perdamaian yang menghalalkan segaaity diharamkan
dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, sepestiglmramkan

persetubuhan yang dihalalkan dan menghalalkan tpbrggan yang

diharamkan, demikian juga memperbudak orang yangleka atau makan



yang diperoleh dari riba, menggugurkan kewajibam daenghapus
hukumarhad

Kasus-kasus yang disebutkan di atas merapakatoh perdamaian
yang zalim dan ditolak olehsyari'at. Sedangkan perdamaian yang
diperbolehkan oleh sesama muslim merupakan perdamang di dai
oleh Allah dan diterima oleh dua pihak yang berketay dan itu
merupakan perdamaian yang ideal.

Hakim yang mendamaikan dua pihak yang beksta harus
memahami kasus-kasus yang dihadapi, memahami prgdesdan
berorientasi pada keadilan. Predikat hakim yangdagelakukan tugas ini
dengan baik lebih utama dibandingkan dengan segramg melaksanakan
puasa dan senantiasa melakukalat (Al Jauziyah 1, 1977: 109-110).

Penjelasan Ibn Al Qayyim tersebut sejalamgde pasal 82 ayat 1 UU
No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang atakgn pada sidang
pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim di&rusiendamaikan
kedua pihak (Redaksi Sinar Grafika, 2010: 115).

. Hakim Dilarang Bersikap Marah Disaat Memeriksa Beak
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Jauhilah sikap marah, pikiran yang kacau, rasa jenamyakiti orang yang

berperkara dan bersikap keras pada waktu menghatapka (para pihak
yang berperkara).

Pernyataan tersebut merupakan peringatan tentamghg@ng antara
hakim dan pemahamannya tentang kebenaran. Karemardean dapat

menghalangi hakim untuk mendapatkan pemikiran dguam yang baik.



Kemarahan seperti minuman keras dapat merusak &kalain itu

pernyataan tersebut merupakan anjuran untuk melakaa putusan yang

benar dan bersikapda atau bersikap menerima terhadap putusan tersebut.

Sikaprida dapat menghilangkan kemarahan sebagaimana jugp sdbar
dapat menghilangkan rasa gelisah dan gundah (&lydul, 1977: 157).

Pernyataan ini mengisyaratkan agar hakim dapat hiengkan sikap
emosi, marah, gelisah di saat memeriksa perkaemtdira dua pihak yang
bersengketa. Karena kondisi kejiwaan semacam itagaiebatkan fikiran
dan konsentrasi hakim terganggu di saat memeriksapa dengan
memutuskan perkara dengan benar. Sebaliknya hakins bersikap sopan,
sabar, bijaksana, dan tegas sebagaimana terddpat &ade etik profesi
hakim yang digambarkan dengan simbol Candra yangrtbéakim harus
memiliki sifat sabar, bijaksana, berilmu, dan berkeadian (Sumaryono,
1995:176).

Substansi pemikiran lbn Al Qayyim terhadRisilah Al Qada di atas
menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut karemeesan-pesan yang
terkandung di dalamnya dapat memberikan kontritkepiada hakim dalam
upaya mewujudkan kehendak hukum dengan memperhapilasedur dalam
menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sertaaina@ni hukum
materiil yang berkaitan dengan kasus yang ditangdem tidak kalah
pentingnya komitmen hakim terhadap kode etik profes

Berdasarkan temuan di atas masih ada peluang bagilip untuk

mendalami pemikiran lbn Al Qayyim, lebih-lebih mamgat carut-marutnya
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penegakan hukum lewat lembaga peradilan dengaryadasus-kasus yang
melanggar dan menjatuhkan martabat pengadilanaatday suap-menyuap

dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pakan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakan di atas dapat dirumupk@iok permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah substansi pemikiran Ibn Al Qayyim aegt Riszlah Al
Qada Umar bin Al Khatab kepada Abu Musa Al Asy’ari.
2. Bagaimanakah kontribusi dan kontekstualisasi pemamkibn Al Qayyim
tentangRiszlah Al Qada Umar bin Al Khatab kepada Abu Musa Al

Asy’ari terhadap praktik peradilan.

C. Tujuan Penulisan
Penulisan tesis ini bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui substansi pemikiran lbn Al QayyentangRiszlah Al
Qadgz Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al Asy’ari.
2. Untuk mengetahui kontribusi dan kontekstualisasiigean Ibn Al Qayyim
tentang Risalah Al Qada Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al Asy’'ari

terhadap praktik peradilan.



11

D. Signifikasi Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribushéelap pengembangan
keilmuan dalam bidang\l Qadaz khususnya pemikiran lbn Al Qayyim
tentangRisalah Al Qada.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahamaradieqh adanya gejala
penyimpangan sebagian praktik peradilan yang cendesemakin jauh dari
spirit penegakan hukum dan keadilan sebagaimarian@ung dalam

pemikiran lbn Al Qayyim tentanBiszlah Al Qada.

E. Kajian Pustaka
Sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberam kign penelitian
tentang pemikiran hukum lbn Al Qayyim dari berbagadut pandang antara
lain:

1. Tesis Mujiyono Abdillah tentan®ialektika Hukum Islam dan Perubahan
Sosial] sebuah refleksi sosiologis atas pemikiran Ibn @ayyim Al
Jauziyyah (2003). Tesis ini mengkaji tentang pewggrerubahan sosial
terhadap perubahan hukum, dan kemudian disimpud&hwa hukum Islam
merupakan fakta obyektif yang ditunjukkan dalambbgai aspeknya.
Pemikiran Ibn Al Qayyim tentang perubahan hukunanslitu selaras
dengan perubahan waktu, ruang, keadaan, motivastrddisi merupakan
pernyataan yang mengandung pokok pemikiran prihsiglaagai ide besar
yang memiliki signifikasi penting bagi perkembanga@mikiran hukum

Islam.
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2. Skripsi Musa Aripin dari Fakultas Syah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Al
Ahwal Al Syakhsiyyah tentangandangan lbn Al Qayyim Al Jauziyyah
Tentang Persetujuuan Anak Gadis Dalam Perkawinarig9as).

Temuan dari skipsi ini menunjukkan ada duendapat tentang
persetujuan anak gadis dalam perkawirRertama,pendapat yang diikuti
oleh imam Syafi'i menyatakan bahwa persetujuan agaklis dalam
perkawinan hukumnya hanya sekedar sunnah, tanpaetpgranpun
perkawinan tetap saKedua,yang diikuti oleh Ibn Al Qayyim menyatakan
bahwa persetujuan anak gadis dalam perkawinan hwamwajib, artinya
apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinangdem batal atau tidak
sah. Penulis berpendapat bahpendapat Ibn Al Qayyim sesuai dengan
perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tesis Abdul Fatah Idris tentanstinbar Hukum Ibnu Qayyinf2007). Tesis
ini meneliti tentang dua hal yang cukup pentinggyamenjadi fokus kajian
buku tersebut.Pertama memberikan informasi tentang prinsip-prinsip
pemikiran lbn Al Qayyim yang dapat dijadikan rujnkaleh ulama’ dalam
membuat pertimbangan hukum dengan metodolsgnbar hukumnya.
Kedua,memudahkan para ulama’ dalam mempelajari konsepkpam lbn
Al Qayyim yang termuat dalam seluruh kitab-kitabhnihaususnya tentang
metodologiistinbar hukumnya.

4. Tesis Ahwan Fanani tentangeadilan Politik Hukum lbn Qayyin al-
Jauziyah(2009). Fokus kajian tesis ini mengesajiasah as syar’iyalbn

Al Qayyim dan keunikan pendapatnya sebagai pengdikambali yang
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cenderung tekstual namun dalam pemikirannya tensgyagahyang adil
justru menunjukkan keluasannya dalam menerima Kahetan yang tidak
ditunjukkan secara langsung oleds.

. Tesis Hanif Anshori tentanijonsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
Pada Masa Neonatal Menurut Ibn Al Qayyim Al Jauaiyyari Universitas
Muhammadiyah Surakarta (2009). Penelitian ini untokengetahui
bagaimana kewajiban orang tua terhadap anaknyarmada kelahirannya
menurut lbn Al Qayyim Al Jauziyyah. Dari hasil pétien disimpulkan
bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya yanglahir menurut lbn
Al Qayyim Al Jauziyyah antara laitehni’ah (ucapan selamat dan memberi
kabar gembira), mengumandangkaian pada telinga kanan dan igamat
pada telinga kiri bayitahnik (menggosok rongga mulut bayi dengan kurma
yang lembut), mencukur rambut, memberi nama yank, l@migah, dan
khitan, serta cukup memberi ASI saja hingga tumgpiginya, juga melatih
bayi bergerak dan berdiri.

. Tesis M. Zhamir Islami tentand\nak Li'an Sebagai Pewaris Dalam
Pandangan Ibn Al Qayyim Al Jauziyyalklari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2011). Dalam penelitian ini ditemukarljedaan pendapat di
kalangan fugaha’ tentang hukum kewarisan anak’an. Pertama,
menyatakan bahwa hukum kewarisan amigkn sama dengan hukum
kewarisan sebagaimana adany@dua, menyatakan bahwa ketika anak
l'an meninggal makaasabamya ibu menjadiasabamya anakli'an.

Ketiga, ketika anakdi'an meninggal maka ibulah yang menjagabamya.
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Pendapat pertama diikuti oleh Abu Hanifah, MaliendSyafi'i. Sedangkan
pendapat yang kedua diikuti oleh Ahmad bin HamBahdapat yang ketiga
diikuti oleh Abdullah Ibn Mas’ud, Ishaqg Ibn Rahatailan Ibn Al Qayyim.
Kemudian dalam melakukan ijtihad mengenai aliak sebagai pewaris
Ibn Al Qayyim lebih menggunakaal ijtihad al bayyaniyang dilengkapi
dengargiyas

. Disertasi Samih Abdul Wahab Al Jundi tentavigaasid Al Syai'ah Inda
Ibn Al Qayyim Al Jauziyyaf2008). Disertasi ini meneliti tentang teori-teori
Maagasid menurut Ibn Al Qayyim serta pertumbuhan ilrMmagisid sejak
periode Riglah sampai dengan periode-periode berikutiagasid Al
Syar’ah tentang keselamatan agama merupakan tujuan hukogipgaling
penting dan kemudian lahirlah cabang-cabdepasid yang lain seperti
keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan havtagisid Al Syarah tidak
terbatas pada lima aspefaruri tetapi mencakup aspek-aspek yang lain
diantaranya pengabdian kepada Allah dengan tuhas,dan cinta kepada-
Nya, tercapainya akhlak yang baik bagi hamba-Nggasmemerangi hawa
nafsu dan setan.

Madisid mempunyai hubungan yang kuat dengan dalil-dalilrssya
yang disepakati dan yang diperselisihkan. Aspelerkaitannya dengan
dalil-dalil tersebut merupakan cara untuk menetapkakum terhadap
kasus yang muncul dan sekaligus untuk mewujudkanakkhatan dan

menolak kemudlaratan.
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Kajian dan penelitian yang dilakukan olemuydes hanyalah sekelumit
tentang pemikiran lbn Al-Qayyim khususnya tentarakpk peradilan, Dalam
hal ini berkaitan dengan pemikiran hukum Ibn Al-@ay tentangRiszlah Al-

Qada Umar Bin Al-Khatab kepada Abu Musa Al-Asy’ari.

. Kerangka Teori

Syari'at Islam memandang lembaga peradil@mpunyai tugas pokok
dalam penegakan hukum dan mewujudkan keadilan dsgruh masyarakat
(Manan, 2007: 1). Hal ini disebabkan penegakan imukmerupakan
pelaksanaan kewajiban yang paling penting dan tbagag paling mulia
setelah iman kepada Allah SWT. Karena alasan tetsebllah SWT.
menetapkan nabi Adam as., dan nabi Daud as. selihghfah Apabila
keadilan dan penegakan hukum dapat diperoleh mdihbaga peradilan
maka langit dan bumi tidak akan runtuhz&énan akan lenyap, orang yang
dizalimi akan diperlakukan dengan adil, hak milik aldhkembalikan kepada
pemiliknya dan tidak kalah pentingnyamr ma’ruf nahi munkarakan
mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat. Kimmjuga dengan
penegakan hukum merupakan pilar yang kokoh untukciptakan kesucian
batin dan persatuan antara sesama anggota madyaraka

Setiap masyarakat di manapun berada sangatbotuhkan lembaga
peradilan untuk mewujudkan kemaslahatan bersamahaldtu akan diperoleh
dengan persatuan dan saling membantu untuk memg#arakemanfaatan dan

menolak hal-hal yang merugikan mereka (Al Garahig8i94: 48).
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Lembaga peradilan dalam Islam merupakan abagiang tidak dapat
dipisahkan dari pemerintahan dan politik. Kekuasgang ideal akan tetap
eksis jika lembaga peradilan berjalan dengan baik disi perundang-
undangan akan tercapai melalui ini pula. Karenasamalasan tersebut
pengangkatan hakim yang mempunyai tugas penegakamhdan keadilan,
hukumnyafardu ‘ain (Al Garabiyah, 2004: 49).

Hakim mempunyai peran strategis dalam lembageradilan dan
merupakan bagian dari aparat hukum yang mempungaiefkangan dan
diharapkan mampu mewujudkan kehendak hukum darpt@nga keadilan.
Bahkan di tangan hakim akan ditentukan nasib sasgoapakah ia akan
dihukum atau dibebaskan. Seseorang yang telah wiiddakelakukan tindak
pidana akan tetap dianggap tidak bersalah sebelboktitkan benar-benar
bersalah oleh hakim dalam lembaga peradilan (Mohasn@007: 17).

Di dalam sistem peradilan IslamAg&m Al Qaiz) untuk menjadi hakim
dalam lembaga ini harus memenuhi syarat-syaragaebarikut:

1. Seorang muslim yang mukallaf, artinya tidak dipéghkan hakim non-
muslim untuk menyelesaikan perkara di antara sesagsim demikian
juga tidak diperbolehkan hakim yang belum mukalt#dl tersebut sesuai

dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa’ ayat 141:
Mo gl o S0 B Jat S

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan képarang-orang kafir
untuk mengalahkan orang-orang yang beriman (Q-Slisam’ : 141)
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Berdasarkan ayat tersebut di atas bagi omaugmin tidak ada jalan
(sarana) yang lebih tinggi martabat dan kedudukandipandingkan
lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikaran@edrang-orang
yang berselisih (Al Garabiyah , 2004: 150).

Seorang hakim yang mukallaf berarti ia tddahg dan berakalBalig
merupakan indikator bahwa yang bersangkutan tel@tewati masa
kanak-kanak, sedangkan berakal merupakan indilstorang mukallaf.
Orang yang berakal mengetahui tentang kewajibag givenarkan oleh
akal, mengetahui hal-hal yang penting dan tidakipgnmengetahui yang
boleh dilakukan dan dilarang serta mengetahi sesyamhg bermanfaat
atau mendatangkanadarat.

Karena itu pengangkatan orang gila dan ama&kjadi hakim itu
dilarang dalam syara’. Anak yang belum baligh beldapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena ueaadnyang belum
baligh tidak berakibat hukum tehadap dirinya apakdadap orang lain.

Rasululullah bersabda:
ol o reall oy Gokh > Oy) oy Bk g o) 8 1O e WA )
Hukum tahlifi tidak dikenakan kepada orang yangasedidur sehingga ia

terbangun, orang gila sehingga sadar dan anak $euihggabalig (Daud
IV, tt, 205).

Profesi hakim membutuhkan kemampuan untukngmenpun
pendapat orang, kecerdasan yang sempurna sertdiarkejdalam
memandang persoalan yang dihadapi. Kemampuan tadyahakan

diperoleh oleh seseorang yang tidak hanya sekbdbg tetapi orang
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tersebut telah mencapai usia tertentu sehingga mgkinkan mempunyai
kemampuan-kemampuan tadi.

Laki-laki dan merdeka. Sebagian bedagaha dari mahab Syafi’i,
Ahmad bin Hambal, Malik, Zuffar darmazhab Hanafi serta Syi'ah
Imamiyah tidak membolehkan seorang wanita sebagkinmh Pendapat

tersebut berdasarkan firman Allah SWT :
AR b e ) L s L) e Ogal8 U

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanitéeh karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atalsagian yang lain
(wanita) (Q.S. an-Nis : 34).

Laki-laki diutamakan sebagai pemimpin karemaempunyai
kemampuan akal, rasio dan kesempurnaan agama. k&ndavanita
diperbolehkan menjabat sebagai hakim tentu ia meggu sifat
kepemimpinan bagi laki-laki, dan hal ini bertentanglengan ayat tersebut
di atas. Larangan wanita sebagai hakim berdasaldlanpada sabda nabi

Saw.
Sl ol Iy b iy )

Tidak akan sukses suatu bangsa yang menyerahkaanukekuasaannya
kepada seorang wanita (Al Bukhari 1V, tt: 91).

Disamping alasan-alasan di atas mereka ntama tidak ada satu
riwayat yang menunjukkan bahwa nabi saw. memilimitaa sebagai
hakim meskipun beliau telah memilih hakim-hakimada jumlah yang
cukup banyak. Demikian pula parehalifah pengganti beliau tidak

seorangpun di antara mereka yang memilih waniteagaebpemilik
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kekuasaan. Kebijakan yang telah ditentukan oleha pgdralifah ini
dianggap sebaggma’ di kalangan umat Islam (Al Garabiyah, 2004: 155).

Para pengikunahab Hanafi berpendapat tentang keabsahan wanita
menjabat sebagai hakim khususnya yang berkaitagadeinal kebendaan
atau harta yang dikaitkan dengan diterimanya kémaksanita dalam hal
tersebut selain kesaksian dalam kasuslud dan gisas. Pemberian
kesaksian kedudukannya sama dengan memegang kakymesadilan.

Pengangkatan wanita sebagai hakim bukanpakam perbuatan dosa
dan kekuasaannya sah menurut hukum, putusan-pogssadapat
dilaksanakan selain kasbhaduddangisas.

Sedangkafugaha yang membolehkan mengangkat wanita sebagai
hakim secara mutlak seperti laki-laki ialah Ibn K&l Zahiri dan Ibn
Jarir At Tabari. Pendapat-pendapat tersebut di atas dapatpdi&an
karena tidak ada daldari yang bisa dijadikan sandaran untuk melarang
wanita menduduki jabatan hakim. Persoalan ini dik@ikan kondisi
sosial dan politik masing-masing masyarakat (Alabarah. 2004: 156).
Demikian juga tidak diperbolehkan seorang budakjanrakim karena
terikat dengan perbudakannya. Apabila budak diangk@dagai hakim,
maka kekuasaannya tidak sah dan putusan-putusditolak (tidak dapat
dilaksanakan), karena ia dikuasai oleh pemilik ludkudak tidak dapat
melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendimgabaana mungkin ia
melakukan perbuatan hukum untuk orang lain. Jikedak dapat menjadi

saksi apalagi menduduki jabatan sebagai hakim.
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Sebagiariugahd membolehkan pengangkatan budak sebagai hakim
antara lain Abu Al Kh&tab , Ibn Aqil, dan pengikut AZahiri. Pendapat
mereka didasarkan pada pujian Umar bin tdta terhadap Salim seorang
budak dari Abu Khgaifah. Umar akan mentaati putusan-putusannya
sebagai seorang hakim tanpa keraguan sedikitpun.

Fugahd yang menolak pengangkatan budak sebagai hakim
menyatakan selagi ia menjadi budak dan dikuasai mdeniliknya ia tidak
dapat memegang jabatan apapun apalagi sebagai haileskipun
diperbolehkan sebagai seorangjtahiddan perawhadis.

Kasus pujian Umar terhadap Salim seorangalku#huzaifah
dipahami oleh parafugahd sebagai budak yang telah dibebaskan
kemudian menduduki jabatan sebagai hakim. Berbpgadapat di atas
dapat disimpulkan menurgyma’ parafugahd seorang budak tidak dapat
menjadi hakim karena ia disibukkan untuk memenulebukuhan
pemiliknya, sehingga ia tidak dapat bekerja untidoranuhi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat. Atau dengan kata lain i& tidpat menyelesaikan
persoalan diri sendiri apalagi persoalan orang lain

Pelaksanaan putusan-putusan hakim merupskata keharusan dan
bagi orang yang merdeka tidak ada keharusan untalkaksanakan
putusan-putusan yang diambil oleh seorang budaky yaenduduki
jabatan sebagai seorang hakim (Al Garabiyah, 2054).

Adil dan berilmu, sifat adil beraristigamah(konsisten) yang terdiri dari
dua macam, terbatas dan sempurna. Adil dalam p#geterbatas

nampak secara lahir sebagai seorang muslim, akalngap tetapi hawa
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nafsunya selalu berusaha untuk menyesatkan dan haengi untuk
mencapai sifaistigamah(adil).

Sedangkan adils{igamal) dalam pengertian sempurna dapat dilihat
dari kecenderungan yang bersangkutan lebih kuatdap agama dan
penggunaan akal dari pada pengaruh hawa nafsuyadamvat. Sebagian
besarfugahd Syafi’i, Maliki dan Hanbali menyatakan adil mealan
sifat tambahan setelah Islam. Yang dimaksud adihung mereka
senantiasa komitmen terhadap kewajiban-kewajibam loka-hal yang
disukai serta meninggalkan hal-hal yang dilarang di@enci oleh syara’.
Karena itulah mereka berpendapat orang fasik tidaleh diangkat
sebagai hakim. Apabila kefasikannya itu muncullabtpengangkatannya
sebagai hakim maka kewenangannya tidak sah. Penfiagaha ini

berdasarkan firman Allah SWT:

I O TS - B R IR P AN NG TN TP PRI T A |
lw;\l;‘é;b}e | oS O lw}%wb sl o I3ls oVl G

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadasmang fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan tedir kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpzgeta@ui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atasatsrimu itu
(Q.S. Al-Huijjurat :6).

Allah melarang orang-orang yang beriman nigrgerucapan orang
fasik apalagi menerima putusan hukumnya. Allah ryemagkan adil untuk
diterima kesaksian seseorang maka lebih utamakkglilan merupakan
syarat agar putusan seorang hakim dapat diterima.

Al ‘Ashom dan pengikuhahab Hanafi membolehkan pengangkatan

orang fasik sebagai hakim dengan alasan bahwanatilipakan syarat
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keutamaan dan kesempurnaan yang dianalogkan dengag fasik yang
dapat diterima kesaksiannya.

Ada sebagian pengikunahab Hanafi yang berpendapat sesuai
dengan pendapat mayoritagjahd, bahwa adil dianggap persyaratan bagi
seorang hakim. Apabila seorang fasik diangkat ssldamkim maka yang
mengangkatnya berdosa dan putusannya tidak sa@drdbiyah , 2004:
160).

lImu bagi seorang hakim diumpamakan sepdati bagi para pekerja
dan ilmu itu harus difahami dengan baik. llmu terdari dua macam;
pertama,ilmu usul, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agam
atau yang dikenal dengan ilmu tauhifedua, ilmu syara’ atau ilmu
tentang perbuatan hukum dan beban hukakdifj).

Paraugaha berbeda pendapat tentang ilmu yang dimaksud liatse
di atas. Parfuqahd Syafi'iyah, Hanbali dan sebagian Maliki serta '8k
berpendapat yang dimaksud dengan ilmu tersebtit kdemampuan untuk
berijtihad. Maka tidak boleh mengangkat orang-orayang tidak
memahami hukum-hukum syara’ sebagai hakim, kareanéidak patut
memberikan fatwa dan lebih tidak patut lagi ia memkian perkara para
pihak yang berselisih.

litihad yang dimaksud bukan berarti seseprgang mendalami
seluruh disiplin ilmu yang dibutuhkan seorang mugaetapi cukup bagi
dia mengerti setiap kasus yang berkaitan dengaorhudyara’ dalanmAl
Quran dan Sunnahserta memahami bahasa Arab. Persoalan ini sangat

mudah pada masa sekarang karena ilmu-ilmu telafisddan dihimpun
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secara sistematis. Karena itulah ijtihad merupglenangkat yang sangat
dibutuhkan bagi seorang hakim untuk menyelesaikasuskasus baru
yang muncul dan hukumnya belum ditentukan secast gan jelas dalam
Al Qur'an danSunnah

litihad merupakan sarana untuk mengantisipassoalan-persoalan
hukum yang senantiasa muncul dan bertambah kompks#s kehidupan
yang akan datang. Berdasarkan kaidah :

SB AL o sy ogad) Al

Nas telah berhenti tetapi kasus (persoalan) tidak giernerhenti (Ash
Shiddieqy, 1975: 45).

Panca indera yang lengkap, sebagian béasgahd mensyaratkan agar
seorang hakim mampu melihat, mendengar, dan besbidsdaka tidak
boleh mengangkat orang buta untuk menduduki jablazdsm karena ia
tidak mengetahui penggugat dan tergugat, tidak eveadgoara saksi atau
orang yang tidak boleh menjadi saksi karena adankasan dalam suara
atau yang lain.

Sebagiariugahd membolehkan orang buta diangkat sebagai hakim
dengan alasan Rasulullah saw. pernah mengangkaUrtomi Maktum
sebagai gubernur Madinah. Mayorithsqahd menolak pendapat ini
dengan alasan pengangkatan Ibn Ummi Maktum di Médihanya
sebagai imamsalat bukan untuk memutuskan perkara para pihak yang
bersengketa.

Ada pendapat yang membolehkan pengangkaseosang sebagai

hakim sedangkan yang bersangkutan hanya dapatanheldngan salah
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satu indera matanya saja, demikian juga ada pehglapg membolehkan
seseorang menjadi hakim sedangkan yang bersangkaapa dapat
melihat di siang hari.

Orang tuli dan bisu tidak dapat diangkataggl hakim disebabkan
orang tuli tidak dapat membedakan antara pengakizan penolakan
padahal ia harus dapat mendengarkan para pihak yengerkara.
Sedangkan orang bisu tidak mampu menetapkan hukikomh karena
isyarat-isyaratnya tidak dapat dipahami.

Pendapat yang terkuat seorang hakim hendakeynpurna seluruh
panca inderanya, ia mampu mendengar, melihat, ddnichra. Hal-hal
tersebut di atas akan lebih menunjukkan kewibawzeagi hakim yang

bersangkutan (Al Garabiyah , 2004: 168).

G.Metode Penedlitian
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dareplstakaan liprary
research) Disebut penelitian kualitatif karena mempunyai: ca) data
penelitian ini diperoleh secara langsung dari ésha sumber data berupa
teks, bukan dari laboratorium. b) penggalian dailakdkan secara
alamiah, mengkaji teks dan melakukan korelasi demgjes-teks lain yang
sesuai dengan permasalahan, c) untuk memperolehanteku, bila teks-
teks tersebut terdapat term atau istilah yang seseragan konteksnya

(Salim, 2006:8).
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Penelitian ini juga termasuk jenis peneiitikepustakaan, karena
memfokuskan pada pemikiran Ibn Al Qayyim Al Jaualyytentang
Risalah Al Qada Umar bin Al Khatab kepada Abu Musa Al Asy’ari.
Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelinamdalah pendekatan
historis Berdasarkan pendekatan ini menurut Dudung Abdurahajaran
Islam dapat dipelajari dan dipahami dalam berbatjaiensinya pada
perkembangan masa kini dengan berkaca kepadaipwaf@tristiva masa
lampau. Segala kearifan masa lalu itu memungkinkatuk dijadikan
alternatif rujukan di dalam menjawab persoalangeen masa Kini
(Abdullah dkk, 2006:39 ).

Pendekatan berikutnya dalam penelitian ini mengamaendekatan
hermeneutik, sebagai metode untuk menafsirkan sigda berupa teks
atau sesuatu yang diberlakukan seagai teks untcéridarti dan maknanya
dimana metode ini mensyaratkan adanya kemampuak am¢nafsirkan
masa lampau yang tidak dialami kemudian dibawa kesamnsekarang
(Sudarto, 1996 : 85). Menurut Harvey sebagaimakatigi oleh Saenong,
kegiatan penafsiran selalu berkaitan dengan adaégga unsur dalam
interpretasipertamatanda, pesan atau teks dari berbagai sunkieelya
seorang mediator yang berfungsi menterjemahkan atastdu pesan
sehingga mudah dipahamketigg audiens yang menjadi tujuan (Saenong,
2003 : 33).

Sumber Data

a. Sumber Data Primer
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Yaitu sumber data yang paling pokok berugleubyang membahas
dan mengomentari secara |lUR&silah Al Qada yaitu kitabI'lam Al
Muwagqqizn karya lIbn Al Qayyim Al Jauziyah (Dar Al Fikr, 1977)

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa bydg dapat
mendukung penulisan tesis ini, diantarahlystory of The Arabgarya
Philip K. Hitti (Serambi llmu Semesta, 2006)jzam Al Qa#z fi Al
Islam karya Muhammad Hamd Al Garabiyah (Dar Al HamidD20
Tahsirah al Hukkamkarya Burhanuddin Al MalikiMu’in al Hukkam
karya Alaudin al Thara BilisiAdabAl Qada karya lbn Addam (1985),
Al Qada fi al Islam karya Muhammad Salam Meur, Al Qadz fi al
Syar'ah al Islamiyahkarya Farug Abdul ‘Alim al Mursy (1985), dan
kitab Damanat al Adalah fi Al Qa&z al Islami karya Muhammad Ayis
Mutawali (2002).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan rdalgenelitian ini
menggunakan metode yang biasa dipakai dalam sépdiskakaan dengan
mengamati, mendalami, mencermati, menelaah, dangidemntifikasi
pengetahuan sehingga dapat diperoleh sebuah kdamipebenaran baik
filosofis maupun empiris yang ada dalam kepustaki@@arku, majalah,
surat kabar, dan dokumen penelitian lainnya) (Maodgg@007: 217).

Analisa Data
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Untuk menganalisa data peneliti menggunakeetiode deskriptif,
yaitu menggambarkan data-data yang penulis dapatiealui sumber-
sumber data primer dan sekunder, dan melbagisid as Syarah untuk
mengetahui tujuan hukum syari’at, yaitu mereak&maslahatan hamba.
Memahami tujuan hukum merupakan alat yang palingtipg dalam
memahaminas dan operasionalnya dalam kasus-kasus yang tegaidi s
istinbar hukum terhadap kasus yang tidak adasnya sama sekali
(Khallaf, 1978: 197). Metode ini penulis pakai ukhtmnembahas substansi
pemikiran lIbn Al Qayyim Al Jauziyyah tentaRiszlah Al Qada Umar bin

Al Khattab kepada Abu Musa Al Asy’ari.

H. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini terdiri dari lima balkndan sistematika sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri ldtar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan,fikagii penelitian,

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitisan dsistematika

penelitian.

Bab kedua untuk meneliti tentang pemikiran lbn Ay§@m Al Jauziyyah

diperlukan pemahaman tentang situasi sosial budiaya politik, pada

masa kehidupan dan perjalanan hidup lbn Al Qaywerta tidak dapat
dipisahkan karya-karya ilmiah untuk ditampilkan gamenunjukkan

ketokohan serta kepakarannya, sehingga layak wutiteiiti dan dikaji.
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Bab ketiga menjadi fokus penelitian ini yaitu meagydparkan substansi
pemikiran dan komentar Ibn Al Qayyim tentaRgxzlah Al Qada Umar
bin Al Khattab kepada Abu Musa Al Asy’ari.

Bab keempat membahas tentang kontribusi dan kdntedlsasi pemikiran
Ibn Al Qayyim tentangRiszlah Al Qada Umar bin Al Khatab kepada
Abu Musa Al Asy’ari terhadap praktik peradilan yasiihat dan dianalisa
dari kacamataMaqasid asy Syafah yang pada hakikatnya untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kiaratan.

Bab kelima tentang kesimpulan, saran-saran danyenu



